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Jumlah Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) di Provins Lampung berdasarkan
data dari Penyandang Masalah Kesgahteraan Sosial Untuk ABH ada 1238 jiwa
Berdasarkan Surat Kesepakatan Bersama antara Departemen Sosia RI, Departemen
Hukum dan HAM RI, Departemen Pendidikan Nasional RI, Departemen Kesehatan
RI, Departemen Agama RI, dan Kepolisan Negara RI Tentang Perlindungan dan
Rehabilitasi Sosial Anak Berhadapan dengan Hukum, dan Keputusan Bersama antara
Ketua Mahkamah Agung RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian Negara RI, Menteri
Hukum dan HAM RI, Menteri Sosid RI, dan Menteri Negara Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak RI Tentang Penanganan Anak Berhadapan
dengan Hukum. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 Tentang
Penyelenggaraan Kesgahteraan Sosial mengenai Penyelenggaraan Kesgahteraan
Sosia meliputi Rehabilitas sosialdan Reintegrasi. Permasiahan dalam penelitian ini
dirumuskan: 1) Bagaimanakah Peran Dinas Sosid dalam Penanganan Anak
Berhadapan dengan Hukum melalui Unit Pelaksana Teknis Dinas Penyelenggaraan
Kesgahteraan Sosial Insan Berguna? 2) Faktor apakah yang menjadi penghambat
dalam Peran Dinas Sosial daam menangani Anak Berhadapan dengan Hukum
melalui Unit Pelaksana Teknis Dinas Penyelenggaraan Kesgahteraan Sosial Insan
Berguna?

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis
empiris, yaitu pendekatan yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan,
teori-teori dan konsep-konsep yang berhubungan dengan penulisan penelitian berupa
asas-asas, nilai-nilai, serta dilakukan dengan mengadakan penelitian lapangan, yaitu
dengan fakta-fakta yang ada dalam praktek dan mengenai pelaksanaannya berupa
persepsi cara kerja dan lain-lain. Berdasarkan sumbernya, data terdiri dari data
lapangan dan data kepustakaan. Jenis data meliputi data primer dan data sekunder

Hasil penelitian menunjukkan : 1). Untuk melaksanakan Penyelenggaraan
Kesgahteraan Sosial, Dinas Sosial Provins Lampung selaku perwakilan Pemerintah
Daerah mengena Kesgahteraan Sosial membentuk LPKS yaitu Unit Pelaksana



Inna Seprilya

Teknis Dinas Penyelenggaraan Kesgjahteraan Sosial Insan Berguna, sesuai dengan
Peraturan Gubernur Lampung No. 3 Tahun 2017 Tentang pembentukan, organisas
dan Tatakerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pada Daerah Provins Lampung.
Mengenai penanganan ABH , UPTD PKS Insan Berguna memberikan pelayanan dan
rehabilitasi sosial bagi Anak Berhadapan dengan Hukum, memberikan perlindungan
hukum dan layanan advokasi, dan juga mempersiapkan ABH kembali ke tengah-
tengah masyarakat. 2). Faktor penghambat dikarenakan UPTD PKS Insan Berguna
masih baru dibentuk, tentunya masih ada kekurangan seperti belum adanya kerjasama
dengan psikolog professional yang sementara digantikan oleh pekerja sosial, agar
rehabilitas sosia anak tecapai dengan baik, dan masih banyak masyarakat yang
belum mengetahui tentang penanganan ABH melalui UPTD PK'S Insan berguna.

Saran dalam penelitian ini adalah: 1). Perlunya sosialisasi kepada masyarakat dalam
penanganan ABH melalui UPTD PKS Insan Berguna sehingga ABH mendapatkan
hak-haknya dengan pelayanan dan rehabilitasi sosia 2). Perlunya agar menjalin
hubungan kerjasama dengan psikolog profesional, sehingga ABH mendapatkan
rehabilitasi sosial secara baik.

Kata Kunci : Peran Dinas Sosial, ABH (Anak Berhadapan dengan Hukum),
UPTD PKSInsan berguna
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|. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perhatian terhadap anak sgaan dengan peradaban manusia yang dari hari kehari
semakin berkembang. Anak sebagai generasi muda merupakan penerus cita-cita
perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan. Anak sebagai
salah satu bentuk investasi jangka panjang yang tidak dapat dikesampingkan
perannya untuk mewujudkan berbangsa dan bernegara di segala bidang

kehidupan.

Anak merupakan generasi penerus kelangsungan kehidupan yang sangat
diharapkan bagi keluarga, masyarakat dan negara. Dalam proses tumbuh kembang
anak menuju masa dewasa terkadang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan,
berbagai persoalan yang tak terselesaikan dengan tepat akan menimbulkan
permasalahan bailk yang ringan sampa berat diantaranya melakukan tindak
kegjahatan yang bersentuhan dengan hukum. Penanganan masalah anak
berhadapan dengan hukum merupakan tanggungjawab bersama pemerintah pusat,

pemerintah daerah dan dunia usaha.

Berdasarkan Data Penyandang Masalah kesgahteraan Sosid (PMKS) Dinas
Sosia Provins Lampung untuk Anak berhadapan dengan hukum sebanyak 1238

jiwa pada tahun 2016.

! Dinas Sosia Provinsi dari Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung Tahun 2016
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Sesual dengan amanat Undang Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem
Peradilan Pidana Anak dan Undang Undang No. 23 Tahun 2002 jo. Undang
Undang No0.35 Tahun 2014 jo. Perppu No. 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan
Anak, Kementrian Sosial, mengemban tugas dan tanggungjawab untuk
merumuskan kebijakan dalam penanganan perlindungan anak, khususnya untuk
anak-anak berhadapan dengan hukum yang disingkat dengan (ABH). Sebagai
upaya mewujudkan tugas dan tanggungjawab tersebut, Kementrian Sosia telah
menyusun Kesepakatan Bersama dengan 4 Departemen lain (Departemen Hukum
dan HAM RI, Departemen Pendidikan Nasiona RI, Departemen Kesehatan R,
dan Departemen Agama dan Kepolisian Negara RI) dengan Nomor 12/PRS-
2/IKPTS/2009; Nomor M.HH.04.MH.03.02. Tahun.2009; Nomor
11U/X11/KB/2009; Nomor 1220/Menkes/SKB/X11/2009; Nomor 06/X11/2009;
Nomor B/43/X11/2009, tentang Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Anak
berhadapan dengan hukum. Dan Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung
Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara
Republik Indonesia, Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Menteri
Sosia Republik Indonesia, dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Republik Indonesia, Nomor: 166 A/KMA/SKB/X11/2009;
Nomor: 148 A/A/JA/12/2009; Nomor: B/45/X11/2009; Nomor: M.HH-08
HM.03.02 Tahun 2009; Nomor: 10/PRS-2/KPTS2009; Nomor: 02/Men.PP dan

PA/X11/2009, tentang Penanganan Anak berhadapan dengan hukum.

Surat Kesepatan Bersamaini dibuat untuk memberikan acuan bagi para pemangku
kepentingan yang terlibat dalam pelayanan dan rehabilitasi sosial ABH agar dapat

dilakukan secara lebih terkoordinasi dan terintegrasi, dengan mengutamakan
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pendekatan keadilan restoratif serta berdasar pada prinsip-prinsip perlindungan
anak non diskriminatif, kepentingan terbaik anak, menjamin tumbuh kembang dan
partisipasi anak. Didalam Surat Kesepakatan Bersama para pihak menyepakati
ketentuan-ketentuan umum perlindungan dan rehabilitasi sosial Anak berhadapan
dengan hukum, tujuan, prinsip dan ruang lingkup kegiatan, serta menyepakati
pembagian tugas dan tanggungjawab diantara keenam lembaga dalam
pelaksanaan perlindungan dan rehabilitasi sosiad ABH. Sebagai tindak lanjut dari
Surat Kesepakatan Bersama, seperti juga diatur dalam Pasal 15, ayat (3), maka
Perjanjian Kerjasama ini disusun dalam bentuk Pedoman Kerja Antar Lembaga
dan Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Anak berhadapan dengan hukum, yang

merupakan bagian integral dari Surat Kesepakatan Bersama.

Perlindungan anak mempertegas perlunya pemberantan sanksi pidana dan denda
bagi pelaku keahatan terhadap anak, untuk memberikan efek jera, serta
mendorong langkah konkret untuk memulihkan kembali fisik, psikis dan sosia
anak korban. Tanpa peraturan pelaksana, upaya-upaya perlindungan anak akan
sulit terealisasi.’ Perkataan lain keluarga adalah kelompok inti dari masyarakat
dan sebaga lingkungan yang alami bagi pertumbuhan dan kesgjahteraan bagi
seluruh anggotanya dan khususnya anak-anak. Anak-anak hendaknya diberi
perlindungan, perawatan dan pemberian nafkah termasuk perlindungan hukum
dan bantuan yang diperlukan sehingga keluarga mampu mengemban tanggung

jawabnyadi dalam masyarakat.

2 Muhammad Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, Aspek Hukum Perlindungan Anak, Citra Aditya
Bakti, Bandung, 1999, him. 111
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Pengabaian hak asasi manusia menjadi sangat jelas ketika berbicara tentang anak
dan hak-haknya. Ketika menyadari massive-nya kekeraasan terhadap anak,
banyaknya anak yang menjadi korban, banyaknya jumlah anak berhadapan
dengan hukum. Semua kenyataan tersebut hanya sebagian dari persoalan besar
mengenai pemenuhan hak asasi anak.® Hak asasi anak tersebut merupakan bagian
dari hak asasi manusia yang mendapat jaminan dan perlindungan hukum, bahkan
hak asasi anak harus diperlakukan khusus atau sui generis dengan orang dewasa,
karena anak sgak dalam kandungan kemudian dilahirkan, tumbuh dan
berkembang masih belum mandiri (bergantung) dalam banyak hal dan
kebutuhannya. Perlakuan khusus tersebut berupa perlindungan hukum dalam
mendapatkan hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial dan hak budaya
sesuai dengan apa yang diharapkan dalam ketentuan hukum yang telah ditetapkan.
Dengan demikian anak tersebut sebagai generasi penerus masa depan akan
menjadi fondasi dan tiang penyangga yang kuat baik bagi diri sendiri, keluarga,

bangsa dan negara.*

Suatu negara hukum (rechtsstaat) terdapat unsur-unsur perlindungan hukum
terhadap hak-hak manusia, salah satunya yaitu perlindungan hukum terhadap
anak. Dalam perkembangannya ditetapkan sebagai program prioritas nasiona
melalui Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan
yang Berkeadilan, Program Kesgjahteraan Sosial Anak (PKSA), yang merupakan
upaya sistemik dan berkelanjutan yang dikembangkan Kementrian Sosial

Republik Indonesia dalam merespon perkembangan permasalahan kesejahteraan

% Yayasan Pemantau Hak Anak dan UNICEF, Lokakarya Penguatan Aktivis Hak-Hak Anak,
Laporan Kegiatan, Wisma PKBI 11, Jakarta, 2005, him. 2.
“ Abintoro Prakoso, Op.cit., him. 4.
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sosiad anak di seluruh wilayah Indonesia. Program ini dirancang untuk
menghasilkan upaya yang terarah, terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan
pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosia
dan bantuan kesgahteraan sosia anak, yang menjangkau seluruh anak yang
mengalami masalah sosial sehingga mereka dapat menikmati kehidupan dan
berada dalam lingkungan pengasuhan yang memungkinkannya untuk tumbuh dan
berkembang secara optimal sesuali potensinya. Sebagai tindak lanjut Instruksi
Presiden tersebut telah diterbitkan Keputusan Menteri Sosid  Nomor
15A/HUK/2010 tentang Panduan Umum Program Kesgahteraan Sosial Anak
(PKSA), yang memuat arah implementasi program yang meliputi Program
Kesgahteraan Sosial Anak berhadapan dengan hukum dan Remagja Rentan (PKS-
ABH dan Remga), Program Kesgahteraan Sosiad Anak yang Membutuhkan
Perlindungan Khusus (PKS-AMPK), Program Kesgahteraan Sosial Anak Balita
(PKS-AB), Program Kesgahteraan Sosia Anak Terlantar (PKS-AT), Program
Kesgahteraan Sosial Anak Jalanan (PKS-AJ), dan Program Kesgahteraan Sosial

Anak Dengan Kecacatan (PKS-ADK).”

Dapat diidentifikas bahwa dalam hal menanggapi dan menangani proses
peradilan anak berhadapan dengan hukum, maka hak yang pertama tidak boleh
dilupakan adalah melihat kedudukannya sebagai anak dengan semua sifat dan ciri-
ciri yang khusus, Penanganan anak dalam proses hukumnya memerlukan

pendekatan, pelayanan, perlakuan, perawatan, serta perlindungan yang khusus

® http://pksa.kemsos.go.id/
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bagi anak dalam upaya memberikan perlindungan khusus terhadap anak

berhadapan dengan hukum.®

Masaah krusialinya adalah kondisi nyata penegakan hukum saat ini belum mampu
memberikan jaminan terjadinya perubahan perilaku kearah yang positif, terkadang
malah kerap harus menyerap pengalaman buruk yang menyertai proses penegakan
hukum dan tidak dapat mengakses berbagal hak dan kebutuhan dasar yang penting
bagi proses tumbuh kembang menuju dewasa. Selama berhadapan dengan hukum
anak-anak diteror rasa bersalah dan ketakutan terhadap aturan, proses dan
penegakan hukum yang kurang mereka pahami. Dari berbagal permasalahan
tersebut anak-anak berhadapan dengan hukum membutuhkan bantuan,
pendampingan dan dukungan orang-orang dewasa Yyang peduli dan
bertanggungjawab atas nasib mereka, maka perlu dilakukan langkah-langkah
penanganan Anak berhadapan dengan hukum (ABH) secara terencana dan
sistematis guna melindungi, merawat dan memulihkan kondisi fisik dan psikis

akibat permasalahan yang mereka alami.

Unit Pelaksana Teknis Dinas Peyelenggaraan Kesgjahteraan Sosial (UPTD PKS)
Insan Berguna ini di sahkan oleh Kementrian Sosia pada tanggal 13 Agustus
2016. UPTD PKS Insan Berguna memberikan pelayanan, perlindungan,
melaksanakan rehabilitasi sosia dan mempersigpkan anak berhadapan dengan

hukum kembali ketengah-tengah masyarakat. Sudah sebanyak 45 jiwa anak

® Arif Gosita, Masalah Perlindungan Anak, Mandar Maju, Bandung, 2009, him. 43.
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berhadapan dengan hukum diberikan pelayanan dan rehabilitasi sosial oleh UPTD

PK S Insan Berguna selama 1 tahun atau kurang dari setahun.’

Berdasarkan uraian di atas, mengenai permasalahan anak berhadapan dengan
hukum dan berbagai peraturan perundang-undangan yang didalamnya
memberikan kewenangan dan tanggungjawab kepada Pemerintah Daerah
khususnya UPTD PKS Insan Berguna dalam penanganan Anak yang Berhadapan
dengan Hukum, maka penulis membahas penelitian ini dengan judul “Peran Dinas
Sosiad Dalam Penanganan Anak Berhadapan Dengan Hukum Melalui Unit
Pelayanan Teknis Dinas Penyelenggaraan Kesgahteraan Sosid (UPTD PKYS)

Insan Berguna.”

B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah tersebut di atas, dapat

dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

a. Bagaimanakah Peran Dinas Sosiad dalam penanganan anak berhadapan
dengan hukum meaui Unit Pelaksana Teknis Dinas Penyelenggaraan
Kesgahteraan Sosial (UPTD PKS) Insan Berguna di Provinsi Lampung?

b. Apakah faktor yang menjadi penghambat Dinas Sosia dalam penanganan
anak berhadapan dengan hukum melalui Unit Pelaksana Teknis Dinas
Penyelenggaraan Kesgahteraan Sosia (UPTD PKS) Insan Berguna di

Provinsi Lampung?

" Hasil wawancara dengan Drs. Masruri Byto, selaku Kepala UPTD PKS Insan Berguna Provinsi
Lampung, pada tanggal 26 Oktober 2017 Pukul 09.45 WIB



2. Ruang Lingkup Pendlitian

Untuk menjaga penulisan dari penelitian ini sesuai dengan permasalahan yang
akan dibahas, maka perlunya ada pembatasan masalah. Pembatasan masalah yang
mengkaji penanganan dan faktor penghambat penanganan terhadap anak
berhadapan dengan hukum. Sedangkan ruang lingkup wilayah dari penelitian ini
dilakukan di Provinsi Lampung khususnya di Kabupaten Pesawaran, dimana
Dinas Sosia ini memiliki UPTD PKS Insan Berguna yang berperan menangani

Anak berhadapan dengan hukum.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas, maka tujuan yang ingin dicapai

dalam penelitian ini adalah:

a. Untuk mengetahui Peran Dinas Sosia dalam penanganan anak berhadapan
dengan hukum melalui UPTD PKS Insan Berguna di Provinsi Lampung.

b. Untuk mengetahui faktor yang menjadi penghambat Dinas Sosial dalam
penanganan anak berhadapan dengan hukum melaui UPTD PKS Insan

Bergunadi Provinsi Lampung.

2. Manfaat Penelitian
Adapun Kegunaan dari penulisan ini adalah:
a Manfaat Teoritis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan bacaan atau

bahan kagian serta berguna untuk menambah dan mememperluas ilmu
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pengetahuan hukum dalam bidang Hukum Pidana dan juga dapat menambah
pengetahuan dan wawasan. Hasil penelitian ini juga diharapkan memberikan
kontribus dan masukan bagi pelaksanaan penelitian dibidang yang sama
untuk masa mendatang pada umumnya dan masukan bagi pihak-pihak yang
berkepentingan dalam Peran Dinas Sosid dalam Penanganan Anak
berhadapan dengan hukum meaui Unit Pelaksana Teknis Dinas
Penyelenggaraan Kesgahteraan Sosial Insan Berguna di Provinsi Lampung
serta sumbangan ilmu pengetahuan khususnya pada Hukum Pidana.

b. Manfaat Praktis
1) Penelitian ini diharapkann dapat memberikan pemahaman mengenai
penanganan Anak berhadapan dengan hukum.
2) Memberikan pemikiran atau solusi mengenai masalah Anak berhadapan
dengan hukum.
3) Dapat dijadikan pedoman bagi para pihak atau pendliti lain yang ingin
mengkaji secara mendalam tentang implementasi Peran Dinas Sosid

mengenal penanganan Anak berhadapan dengan hukum.

D. Kerangka Teoritisdan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan hasil-hasil
pemikiran dari hasil penelitian atau kerangka yang pada dasarnya untuk
mengadakan identifikas terhadap dimens sosia yang dianggap relevan oleh
peneliti.? Kerangka teori yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah teori-

teori yang berkaitan dengan Peran Dinas Sosial dalam Penanganan Anak

8 Sogjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Ul Press, Jakarta, 2010, him.125
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berhadapan dengan hukum melalui Unit Pelaksana Teknis Dinas Penyel enggaraan
Kesgahteraan Sosial (UPTD PKS) Anak berhadapan dengan hukum dengan

berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia.

Beberapa teori yang berkaitan dengan penelitian ini adalah:

a. Teori Peran

Peran diartikan sebagal seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang
yang berkedudukan dimasyarakat. Kedudukan dalam hal ini diharapkan sebagai
posisi tertentu di dalam masyarakat yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau
rendah. Kedudukan adalah suatu wadah yang isinya adalah hak dan kewgjiban
tertentu, sedangkan hak dan kewagjiban tersebut dapat dikatakan sebagai peran.
Oleh karena itu, maka seseorang yang mempunya kedudukan tertentu dapat
dikatakan sebagai pemegang peran (role accupant). Suatu hak sebenarnya
merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban

adal ah beban atau tugas.®

Secara sosiologis peranan adalah aspek dinamis yang berupa tindakan atau
perilaku yang dilaksanakan oleh seseorang yang menempati atau memangku suatu
posisi dan melaksanakan hak-hak dan kewgjiban sesuai dengan kedudukannya.
Jika seseorang menjaankan peranan tersebut dengan baik, dengan sendirinya akan
berharap bahwa apa yang dijalankan sesuai dengan keinginan dari lingkungannya.
Peran secara umum adalah kehadiran didalam menentukan suatu proses

keberlangsungan. ™

° Tim Prima Pena, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Gita Media Press, Jakarta, 2011, him. 123
19 Soerjono Soekanto. Sosiologi Suatu Pengantar, Rajawali press, Jakarta, 2012. HIm. 242
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Peranan merupakan dinamisas dari statis ataupun penggunaan dari pihak dan
kewajiban atau disebut subyektif. Peranan dimaknai sebagai tugas atau pemberian
tugas kepada seseorang atau sekumpulan orang. Peranan memiliki aspek-aspek
sebagal berikut:

1) Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat
seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian
peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.

2) Peranan adalah suatu konsep periha apa yang dapat dilakukan oleh individu
dalam masyarakat sebagai organisasi.

3) Peranan juga dapat diartikan sebagai perilaku individu yang penting bagi
struktur sosial masyarakat.™

Peranan secara umum adalah kehadiran didalam menentukan suatu proses
keberlangsungan. Peranan merupakan dinamisas dari statis ataupun penggunaan
dari pihak dan kewagjiban atau disebut subyektif. Peran dimakna sebagai tugas

atau pemberian tugas kepada seseorang atau lembaga.*?

Peranan dalam hal ini terbagi menjadi:

1) Peranan Normatif adalah peranan yang dilakukan sesuai dengan aturan-aturan
normatif atau undang-undang, peran dalam arti ini yaitu peran yang dilakukan
berdasarkan peraturan-peraturan Pemerintah, seperti Dinas Sosial menjalankan
perannya berdasarkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 3 Tahun 2017
tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas
Daerah Provinsi Lampung.

2) Peranan faktua adalah peranan yang senyatanya yang dapat dilakukan oleh
yang mempunyai tugas atau fungsi kewenangan, peran dalam arti ini yaitu

Peran yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai

1 |bid., him. 243.
2 |bid., him. 238
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organisasi, seperti tugas dari Unit Pelaksana Teknis Dinas Penyelenggaraan
Kesgahteraan Sosial (UPTD PKS) Insan Berguna adalah memberikan
pelayanan, perlindungan, melaksanakan rehabilitasi sosial dan mempersiapkan
anak berhadapan dengan hukum kembali ketengah-tengah masyarakat.

3) Peranan ideal adalah peran yang terbaik yang harus dilakukan, atau dapat
dikatakan peran yang terbaik di atas peranan normatif, dalam arti bahwa
masyarakat memiliki harapan-harapan terhadap pemegang peran, atau
kewgjiban-kewgjiban dari pemegang peran, serta harapan-harapan yang
dimiliki oleh pemegang peran terhadap masyarakat atau terhadap orang-orang
yang berhubungan dengannya dalam menjalankan perannya atau kewajiban-

kewajibannya agar dapat terlaksana dengan baik.

Unit Pelaksana Teknis Dinas Penyelenggaraan Kesgahteraan Sosial Insan
Berguna tidak hanya menjalankan tugas utamanya yaitu memberikan pelayanan,
perlindungan, melaksanakan rehabilitass sosial dan mempersigpkan anak
berhadapan dengan hukum kembali ketengah-tengah masyarakat sesuai dengan
Peraturan Gubernur Lampung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pembentukan,
Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Provins
Lampung, misalnya:

1) Adanya Pusat pelayanan rehabilitasi sosial anak berhadapan dengan hukum

2) Pusat latihan keterampilan anak berhadapan dengan hukum

3) Pusat informasi kesgjahteraan sosial anak berhadapan dengan hukum

4) Tempat rujukan bagi pelayanan rehabilitasi sosial anak berhadapan dengan

hukum dari lembaga rehabilitasi lainnya
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Berdasarkan Kesepakatan Bersama antara Departemen Sosial Republik Indonesia,
Departemen Hukum dan HAM RI, Departemen Pendidikan Nasiona RI,
Departemen Kesehatan RI, Departemen Agama Rl dan Kepolisian Negara R,
Nomor: 12/PRS-2/KTPS2009, Nomor: M.HH.04.HM.03.02 Tahun. 2009, Nomor
11/XI11/KB/2009, Nomor: 06/X11/2009, Nomor: B/43/X11/2009 Tentang
Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Anak berhadapan dengan hukum (ABH),
mempunyai tugas dan Tanggung jawab, yaitu:

1) Menetapkan kebijakan ABH sesuai kewenangannya dengan perspektif
keadilan restoratif;

2) Memfasilitas ketersediaan pekerja sosial untuk melaksanakan pendampingan
psikososia kepada ABH;

3) Memfasilitasi penjangkauan kasus ABH apabilia diperlukan;

4) Meéeakukan koordinasi dengan Bapas untuk memfasilitasi dan melaksanakan
pendampingan psikolososial ABH selama menjalani proses peradilan sampai
terjadinya reunifikasi keluarga dan reintegrasi sosial kepada keluarga kerabat,
orang tua asuh dan/atau wali;

5 Melakukan advokass sosal ABH agar terciptanya diverss untuk
penyesel esalan kasus;

6) Melaksanakan perlindungan dan rehabilitasi sosia kepada ABH melaui unit
pel aksana teknis dinas milik pemerintah dan pemerintah daerah;

7) Mengembangkan model perlindungan dan rehabilitasi sosial berbasis institusi,
keluarga dan masyarakat;

8) Memfasilitas terbentuknya jaringan perlindungan dan Rehabilitasi sosia
ABH dalam bentuk komite di tingkat nasional serta mendukung terbentuknya
komite di tingkat daerah; dan

9) Memfasilitas peningkatan kemampuan bagi pendamping/pekerja sosial dalam
Lembaga maupun diluar Lembaga, termasuk pelaksana Komite Perlindungan
dan Rehabilitasi Sosial ABH.

Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewgibannya sesuai dengan
kedudukannya, maka dia telah menjalankan suatu peran, Peran yang berhubungan
dengan pekerjaan seseorang. Peran ditentukan oleh norma-norma dalam

masyarakat, maksudnya kita diwgibkan untuk melakukan hal-hal yang
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diharapkan masyarakat didalam pekerjaan kita, didalam keluarga dan didalam

peran-peran yang lain.®

b. Teori Faktor Penghambat Penegakan Hukum

Pengertian Hambatan adalah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia hambatan
adalah halangan atau rintangan. Hambatan memiliki arti yang sangat penting
dalam setiap melaksanakan suatu tugas atau pekerjaan. Suatu tugas atau pekerjaan
tidak akan terlaksana apabila ada suatu hambatan yang mengganggu pekerjaan
tersebut. Hambatan merupakan keadaan yang dapat menyebabkan pelaksanaan

terganggu dan tidak terlaksana dengan baik.

Penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan
hukum pada era moderenisasi dan globalisas saat ini dapat terlaksana, apabila
berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan,
dan keserasian antara morditas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual
diddam masyarakat beradab. Sebagal suatu proses kegiatan yang meliputi
berbagal pihak termasuk dalam kerangka pencapaian tujuan adalah keharusan

untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai sistem peradilan pidana.**

Menurut soerjono soekanto bahwa faktor penghambat dalam penegakan hukum
tersebut ada lima, yaitu:

1) Faktor hukumnya sendiri, yang didalam tulisan ini akan dibatas pada
peraturannya saja.

2) Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun
menerapkan hukum.

13 Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar. Rajawali. Jakarta: 2009. Him. 67

¥ Mardjono Reksodiputro, Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat Kejahatan dan Penegakan
Hukum dan Batas-Batas Toleransi, Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta, 1994, him.
76.
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4)
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Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

Faktor Masyarakat, yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau
diterapkan.

Faktor kebudayaan, yaitu sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan
pada kaarsa manusia didalam pergaulan hidup.

Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara

konsep-konsep khusus, yang merupakan kumpulan dalam arti-arti yang berkaitan

dengan istilah-istilah yang ingin diteliti.®> Konsep adalah kata yang menyatakan

abstraksi yang digeneralisasikan dari ggaa-gejala tertentu. Untuk memfokuskan

dan merumuskan suatu definis sesuai dengan konsep judul maka perlu adanya

suatu definisi untuk dijelaskan dalam penulisan ini, yaitu:

1)

2)

3)

Peran adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang, benda) yang ikut
membentuk watak, kepercayaan, atau perbuatan seseorang, secara dinamis
apabila seseorang melaksanakan hak dan kewagjibannya makal a menjalankan
suatu penanan.®

Dinas Sosia adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah dalam
penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang sosid yang menjadi
kewenangan daerah.”’

Penanganan Anak berhadapan dengan hukum adalah upaya terarah, terpadu,
dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan

Masyarakat berupa perlindungan dan rehabilitasi sosial.'®

16

17

Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan hukum, Rajawali Pers,
Jakarta, him. 5

Peraturan Menteri Sosiadl Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pedoman
Nomenklatur Dinas Sosia Daerah Provinsi dan Dinas Sosial Daerah Kabupaten/Kota, Bab |
Ketentuan Umum Pasal 1
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4) Anak adalah seseorang yang masih dibawah usia tertentu dan belum dewasa
serta belum kawin.*
5) Anak berhadapan dengan hukum (ABH), terdiri atas:*

a) Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah
anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang
diduga melakukan tindak pidana (Pasal 1 angka 3).

b) Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak
korban adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang mengalami
penderitaan fisik, mental, dan/ atau kerugian ekonomi yang disebabkan
oleh tindak pidana (Pasal 1 angka4).

c) Anak yang menjadi saks tindak pidana yang selanjutnya disebut anak
saks adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang dapat memberikan
keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di
sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat
dan/atau dialaminya sendiri (Pasal 1 angka5).

6) Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas

Sosial Provinsi Lampung.®*

7) Penyelenggaraan Kesgahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu,
dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah daerah, dan

masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar

8 Peraturan Menteri Sosial Republik Inodensia Nomor 09 Tahun 2015 tentang Pedoman
Rehabilitasi Sosial Anak yang Berhadapan dengan Hukum Oleh Lembaga Penyelenggaraan
Kesgjahteraan Sosial

¥ Romli Atmasasmita, 1983, Problema Kenakalan Anak-Anak/ Remaja (Yuridis Sosio
Kriminologis), Armico, Bandung, him. 33.

% R. Wiyono, Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, him. 14

2! Peraturan Gubernur Lampung Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungs serta Tatakerja Dinas Sosia Provins Lampung, Bab | Ketentuan Umum
Pasal 1
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setigp warga negara, yang meliputi rehabilitass sosial, jaminan sosia,
pemberdayaan sosia dan perlindungan sosial.?

8) Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk
memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secarawajar
dalam kehidupan masyarakat.

9) Perlindungan sosia adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan
menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial.

10) Lembaga Penyelenggaraan Kesgahteraan Sosial yang selanjutnya di singkat
LPKS adalah Lembaga atau tempat pelayanan sosia yang melaksanakan

penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi Anak.

E. Sistematika Penulisan

Penulisan ini terbagi dalam lima bab, yang masing-masing bab mempunyai uraian
sendiri-sendiri. Namun antara bab yang satu dengan yang lainnya masih ada
hubungan dan saling terkait. Adapun penulisannya adalah sebagai berikut: bab |
tentang Pendahuluan, Bab |l tentang Tinjauan Pustaka, Bab Ill tentang Metode
Penelitian, Bab IV tentang Hasil Penelitian dan pembahasan, Bab V tentang

Penutup.

|. PENDAHULUAN

Pendahuluan merupakan bagian yang memuat latar belakang masalah, kemudian
permasalahana dan ruang lingkup, selanjutnya juga memuat tujuan dan kegunaan
penelitian, kerangka teoritis dan konseptual sebagai acuan dalam membahas

skrips ini serta sistematika penulisan tentang Peran Dinas Sosia dalam

2 peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan
K esgjahteraan Sosial
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Penanganan Anak berhadapan dengan hukum Melalui Unit Pelaksana Teknis

Dinas Penyelenggaraan Kesgahteraan Sosial (UPTD PKS) Insan Berguna.

1. TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini mencakup materi-materi yang mempunyai hubungan yang
dibutunkan dalam membantu, memahami, dan memperjelas permasalahan yang
akan diselidiki. Bab ini berisikan pengertian tentang peran, Dinas Sosial dan Unit
Pelaksana Teknis Dinas Penyelenggaraan Kesgahteraan Sosid (UPTD PKYS),
Anak berhadapan dengan hukum, Penanganan Anak berhadapan dengan hukum

dalam sistem peradilan pidana.

1. METODE PENELITIAN

Bagian ini merupakan bagian yang menguraikan tentang langkah-langkah yang
akan ditempuh dalam penelitian, terdiri dari, Pendekatan Masalah, Sumber Data
dan Jenis Data, Penentuan Narasumber, Prosedur Pengumpulan dan Pengelolaan
serta Andlisis Data tentang Peran Dinas Sosia dalam Penanganan Anak
berhadapan dengan hukum melalui Unit Pelaksna Teknis Dinas Penyelenggaraan

Kesgahteraan Sosia Insan Berguna.

IV.HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menjelaskan pembahasan dari hasil penelitian yang diperoleh penulis
mengenai bagaimanakah Peran Dinas Sosial dalam penanganan Anak berhadapan
dengan hukum melalui Unit Pelaksana Teknis Dinas Insan Berguna, serta faktor-
faktor yang menghambat dalam menangani Anak berhadapan dengan hukum

berdasarkan hasil penelitian penulis.
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V. PENUTUP
Bab yang berisi tentang kesimpulan mengenai hasil analisis dan pembahasan
penelitian serta saran yang mengarah pada inti penjelasan keseluruhan dari

masukan terhadap bahan yang telah dikaji oleh penulis.



1. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Peran

Teori Peran (role theory) mengemukakan bahwa peran adalah sekumpulan
tingkah laku yang dihubungkan dengan suatu posisi tertentu. Peran yang berbeda
membuat jenis tingkah laku yang berbeda pula. Tetapi apa yang membuat tingkah
laku itu sesuai dalam suatu situasi dan tidak sesuai dalam situasi lain relatif bebas

pada seseorang yang menjalankan peran tersebut.”

Peran adalah aspek dinamis yang berupa tindakan atau perilaku yang dilaksanakan
oleh seseorang yang menempati atau memangku suatu posisi dalam mel aksanakan
hak-hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya. Jika seseorang menjalankan
peran tersebut dengan baik, dengan sendirinya akan berharap bahwa apa yang

dijalankan sesuai dengan keinginan dari lingkungannya.®*

Peran merupakan dinamisas dari statis ataupun penggunaan dari pihak dan
kewgjiban atau disebut subyektif. Peran dimaknai sebagai tugas atau pemberian

tugas kepada seseorang atau sekumpulan orang.

Peran memiliki aspek-aspek sebagai berikut:

% Soerjono Soekanto, 2012, Sosiologi Suatu Pengantar, Rajawali Press, Jakarta, him. 221.
1bid., him. 223.



1)

2)

3)
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Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat
seseorang dalam masyarakat. Peran dalam arti ini merupakan rangkaian
peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
Peran adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu
dalam masyarakat sebagai organisasi.
Peran juga dapat diartikan sebagai perilaku individu yang penting bagi

struktur sosial masyarakat.?

Peran dalam konteks hukum meliputi tugas, fungsi dan wewenang aparat penegak

hukum dalam melaksanakan tugas-tugasnya, sebagai aspek yuridis peran tersebut.

Peran dalam hal ini terbagi menjadi:

1)

2)

Peranan Normatif adalah peranan yang dilakukan sesuai dengan aturan-aturan
normatif atau undang-undang, peran dalam arti ini yaitu peran yang dilakukan
berdasarkan peraturan-peraturan Pemerintah, seperti Dinas Sosial menjalankan
perannya berdasarkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 3 Tahun 2017
tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas
Daerah Provinsi Lampung.

Peranan faktual adalah peranan yang senyatanya yang dapat dilakukan oleh
yang mempunyal tugas atau fungsi kewenangan, peran dalam arti ini yaitu
Peran yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai
organisasi, seperti tugas dari Unit Pelaksana Teknis Dinas Penyelenggaraan
Kesgahteraan Sosial (UPTD PKS) Insan Berguna adalah memberikan
pelayanan, perlindungan, melaksanakan rehabilitasi sosial dan mempersiapkan

anak berhadapan dengan hukum kembali ketengah-tengah masyarakat.

% |bid., him. 224.
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3) Peranan ideal adalah peran yang terbaik yang harus dilakukan, atau dapat
dikatakan peran yang terbaik di atas peranan normatif, dalam arti bahwa
masyarakat memiliki harapan-harapan terhadap pemegang peran, atau
kewgjiban-kewgjiban dari pemegang peran, serta harapan-harapan yang
dimiliki oleh pemegang peran terhadap masyarakat atau terhadap orang-orang
yang berhubungan dengannya dalam menjalankan perannya atau kewajiban-

kewajibannya agar dapat terlaksana dengan baik.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dinyatakan bahwa peran merupakan
seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di
masyarakat. Seseorang yang mempunya kedudukan tertentu dapat dikatakan
sebagal pemegang peran. Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk
berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas. Fungsi
berasal dari kata dalam bahasa inggris (function), yang berarti sesuatu yang
mengandung kegunaan atau manfaat. Fungsi suatu lembaga atau institusi formal
adalah adanya kekuasaan berupa hak dan tugas yang dimiliki oleh seseorang
dalam kedudukannya di dalam organisasi untuk melakukan sesuatu sesuai dengan
bidang tugas dan wewenangnya masing-masing. Fungsi lembaga atau institusi
disusun sebagai pedoman atau haluan bagi organisasi tersebut dalam

mel aksanakan kegiatan dan mencapai tujuan organisasi.®

Secara organisasiona fungsi merupakan kemampuan yuridis yang didasarkan
pada hukum publik. Terdapat wewenang diikatkan pula hak dan kewgjiban, yaitu

agar wewenang tidak semata-mata diartikan sebagai hak berdasarkan hukum

% Muammar Himawan, Pokok-Pokok Organisasi Modern, Bina [lmu, Jakarta, 2004, him. 51.
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publik, tetapi juga kewajiban sebagai hukum publik. Wewenang tidak diartikan

kuasa (an sich), oleh karena itu, dalam menjalankan hukum publik selalu terikat

kewgjiban berdasarkan hukum publik tidak tertulis (asas umum) pemerintahan

yang baik. Kewenangan dalam hal ini dibedakan menjadi:

1)
2)

3)

2.

a.

Pemberian wewenang: pemberian hak kepada, dan pembebanan kewajiban
terhadap badan (atribusi/mandat);

Pelaksanaan wewenang: menjalankan hak dan kewajiban publik yang berarti
mempersiapkan dan mengambil keputusan;

Akibat hukum dari pelaksanaan wewenang; seluruh hak atau kewajiban yang
terletak rakyat, kelompok rakyat dan badan.?’

Unsur-Unsur Peran dan Ruang Lingkup Peran
Unsur-Unsur Peran
Menurut Soerjono Soekanto, unsur-unsur peranan atau role adal ah:

1) Aspek dinamisdari kedudukan

2) Perangkat hak-hak da kewajiban

3) Perilaku sosia dari pemegang kedudukan

4) Bagian dari aktivitas yang dimainkan seseorang.?®

Ruang Lingkup Peran
Levison mengatakan peranan mencakup tiga hal yaitu:

1) Peranan meiputi norma-norma yang dihubungkan dengan posis atau
tempat seseorang dalam masyarakat. Peran dalam arti ini merupakan
rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam
kehidupan bermasyarakat.

2) Peran merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh
individu dalam masyarakat sebagal organisasi.

3) Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi
struktur sosial masyarakat.?

M acam-macam Peran dan Struktur Peran

M acam-macam Peran

" Prgjudi Admosudirjo, Teori Kewenangan, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2001, him. 6.
%8 Soerjono Soekanto, Op.Cit., him. 441
#1bid., him. 246
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Pembahasan perihal aneka macam peran yang melekat pada individu-individu

dalam masyarakat penting bagi hal-hal yaitu:

1) Bahwa peran-peran tertentu harus dilaksanakan apabila struktur
masyarakat hendak dipertahankan kelangsungannya.

2) Peran tersebut seyogyanya dilekatkan pada individu-individu yang oleh
masyarakat dianggap mampu melaksanakan. Mereka harus lebih dahulu
terlatih dan mempunyai hasrat untuk melaksanakannya.

3) Dalam masyarakat kadang kala dijumpa individu-individu yang tak
mampu melaksanakan peranannya sebagaimana diharapkan oleh
masyarakat, karena mungkin pelaksanaannya memerlukan pengorbanan
arti kepentingan-kepentingan pribadi yang terlalu banyak.

4) Apabila semua orang sanggup dan mampu melaksanakan perannya, belum
tentu masyarakat akan memberikan peluang-peluang yang seimbang,
bahkan seringkali terlihat beberapa masyarakat membatasi peluang-

peluang tersebut.*

b. Struktur Peran
Struktur Peran dibagi menjadi duayaitu:
1) Peran Formal (Peran yang terlihat jelas)
Y aitu sgjumlah perilaku yang bersifat homogen. Peran formal yang standar
terdapat dalam keluarga.
2) Peran Informal (Peran tertutup)
Y aitu suatu peran yang bersifat implisit (emosional) biasanya tidak terlihat

kepermukaan dan dimainkan hanya untuk memenuhi kebutuhan emosional

%0 |bid., him. 247
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individu dan untuk menjaga keseimbangan. Pelaksanaan peran-peran

informal yang efektif dapat mempermudah peran-peran formal.

B. Kedudukan, Tugasdan Fungs Dinas Sosial Provinsi Lampung

Dinas Sosid adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah dalam

penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang sosial yang menjadi kewenangan

daerah.

1

2.

Kedudukan Dinas Sosial

Merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang sosial yang menjadi

kewenangan daerah. Dinas Sosiad dipimpin oleh Kepala Dinas yang

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui

Sekretaris Daerah.

Tugas Pokok Dinas Sosial

Dinas Sosia mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah

daerah dibidang Kesgahteraan Sosial berdasarkan otonomi dan tugas

pembantuan

Fungs Dinas Sosial

Pasal 3 Bab Il Bagian Kesatu, Paragraf 2, Peraturan Gubernur Lampung

Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan

Fungs Serta Tatakerja Dinas Sosial Provinsi Lampung.

1) Dinas Sosiad mempunya tugas melaksanakan urusan pemerintahan
provins dibidang sosia berdasarkan asas otonomi yang menjadi
kewenangan, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberikan

pemerintah kepada Gubernur sertatugas lain sesual dengan kebijakan yang
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ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan

yang berlaku;

2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Dinas Sosial mempunyai fungsi:

a

b.

o

Perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang sosia
Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang
sosial

Pembinaan dan pel aksanaan tugas urusan pemerintahan bidang sosial
Pelaksanaan indentifikasi dan penanganan penyandang masalah
kesgjahteraan sosial

Pelaksanaan pengembangan dan pendayagunaan potensi dan sumber
kesejahteraan sosial

Pel aksanaan pengembangan sistem informasi kesgjahteraan sosial
Pengusulan dan pemberian rekomendasi serta penganugerahan tanda
kehormatan

Pelaksanaan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan. Keperintisan dan
kejuangan serta nilai-nilai kesetiakawanan sosial skala provinsi
Pelaksanaan pembangunan, perbaikan, pemeliharaan Taman Makam
Pahlawan di Provins

Penanggulangan korban bencana skala provinsi

Pemberian izin undian dan pengumpulan uang atau barang

Pel aksanaan dan pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat
fisik, dan metal, lanjut usia tidak potensial terlantar dari masyarakat
rentan dan tidak mampu

Pelaksanaan pemberian izin pengangkatan anak antar warga negara
Indonesia

Pelayanan administrasi

C. Kedudukan, Tugas, dan Fungs Unit Pelaksana Teknis Dinas
Penyelenggar aan Kesg ahteraan Sosial (UPTD PKS) Insan Berguna

1. Kedudukan UPTD PKSInsan Berguna

Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas

Sosia Provins Lampung. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 34 Tahun 2015

tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 62 Tahun 2014

tentang Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Unit Pelaksana Teknis Dinas
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(UPTD) Pada Dinas Daerah Provinsi Lampung. Penyelenggaraan Kesgjahteraan
Sosia adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan
Pemerintah, Pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial
guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitas

sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial.

2. Tugas Pokok dan Fungsi
1) Tugas Pokok
Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) PKS Insan Berguna Lampung
mempunyai tugas memberikan pelayanan rehabilitas sosia bagi anak
berhadapan dengan hukum.
2) Fungs

a) Pusat pelayanan rehabilitasi sosia anak berhadapan dengan hukum

b) Pusat latihan keterampilan anak berhadapan dengan hukum

c) Pusat informasi Kesegjahteraan Sosial Anak berhadapan dengan hukum

d) Tempat rujukan bagi Pelayanan Rehabilitasi Sosial Anak Berhadapan
dengan Hukum dari lembaga lainnya.

D. Tinjauan Umum Tentang Anak

1. Pengertian Anak

Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan, anak yaitu sebagai keturunan
pertama (sesudah ibu bapak) dan anak-anak adalah manusia yang masih kecil
belum dewasa® Pengertian anak di sini mencakup batas usia anak. Batas usia

anak memberikan pengelompokan terhadap seseorang untuk dapat disebut sebagai

3 Em Zul Fajri dan Ratu Aprilia Senja, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, tanpa tempat terbit,
Difa Publisher, tanpa tahun terbit, him.54
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anak. Yang dimaksud dengan batas usia anak adalah pengelompokan usia

maksimum sebagai wujud kemampuan anak dalam status hukum.*

Pengertian Anak juga diatur dalam peraturan-peraturan lainnya yang merupakan
hukum positif Indonesia. Batasan umur menjadi sangat penting dalam perkara
pidana anak, karena dipergunakan untuk mengetahui seseorang yang diduga
melakukan kejahatan termasuk kategori anak atau bukan. Adanya ketegasan
dalam suatu peraturan perundang-undangan tentang hal tersebut akan menjadi
pegangan bagi para petugas di lapangan, agar tidak salah tangkap, salah tahan,
salah sidik, salah tuntut maupun salah mengadili, karena menyangkut hak asas
seseorang. Apabila dijabarkan secara terperinci, maka ada beberapa batasan umur
dari hukum positif Indonesia tentang batasan umur bagi anak, yaitu:

1) Menurut UU No.4 Tahun 1979 Tentang Kesgahteraan Anak

Pasal 1 angka 2 UU No.4 Tahun 1979 menentukan: Anak adalah seseorang
yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah
kawin.

2) Menurut UU No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2014 yang dimaksud dengan Anak adalah
seseorang yag belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang
masih dalam kandungan.

3) Menurut Konvensi Tentang Hak-Hak Anak

Pasal 1 Konvens tentang Hak-Hak Anak menentukan: Untuk tujuan-tujuan
Konvensi ini, seorang anak berarti setiap manusia dibawah umur 18 (delapan
belas) tahun, kecuali menurut undang-undang yang berlaku pada anak,
kedewasaan dicapai lebih awal.

4) UU No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

¥ Maulana Hasan Wadong, Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak, Jakarta,
Grafindo, 2000, him.24.
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Pengertian Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud Pasal 1
angka 1 UU No.11 Tahun 2012, adalah keseluruhan proses penyelesaian
perkara anak berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai
dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.

Pengertian Anak berhadapan dengan hukum

Anak berhadapan dengan hukum yang dimaksud oleh UU No.11 Tahun 2012,

terdiri atas:

1)

2)

3)

3.

Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak yang
telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas)
tahun yang diduga melakukan tindak pidana (Pasal 1 angka 3);

Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak
korban yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami
penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh
tindak pidana (Pasal 1 angka 4);

Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi
adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat
memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan
pemeriksaan disidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang di dengar,

dilihat dan/atau dialaminya sendiri (Pasal 1 angka 5).

Pengertian Penanganan Anak berhadapan dengan hukum

Penanganan Anak berhadapan dengan hukum adalah upaya terarah, terpadu, dan

berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat

berupa perlindungan dan rehabilitasi sosial.

a

Perlindungan Hukum



30
Perlindungan adalah pemberian jaminan atas keamanan, ketentraman,
kesgjahteraan dan kedamaian dari pelindung atas segala bahaya yang mengancam
pihak yang dilindungi. Perlindungan hukum adalah hal perbuatan melindungi
menurut hukum.® Lili Rasjidi dan 1.B. Wyasa Putra mengemukakan bahwa
hukum dapat difungsikan tidak hanya mewujudkan kepastian, tetapi juga jaminan
perlindungan dan keseimbangan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel,
namun juga prediktif dan antisipatif.** Menurut Philipus M. Hadjon Perlindungan
hukum adalah suatu kondisi subjektif yang menyatakan hadirnya keharusan pada
diri sgumlah subjek untuk segara memperoleh sgumlah sumberdaya guna
kelangsungan eksistensi subjek hukum yang dijamin dan dilindungi oleh hukum,
agar kekuatannya secara terorganisisr dalam proses pengambilan keputusan
politik maupun ekonomi, khususnya pada distribusi sumberdaya, baik pada

peringkat individu maupun struktural .

b. Pengertian Perlindungan Anak

Perlindungan Anak adalah usaha setigp anggota masyarakat sesuai dengan
kemampuan masing-masing dengan berbagai macam usaha dan kondisi tertentu.
Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi
agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajiban demi perkembangan dan
pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial. Perlindungan Anak
merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan

demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan

% Nurini Aprilianda, Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka Anak dalam Proses Penyidikan,
Tesis Program Studi Ilmu Hukum, Program Pasca Sarjana Universitas Brawijaya, Malang,
2001. him.41

¥ Lili Ragjidi dan 1.B. Wyasa Putra, Hukum sebagai suatu sistem, Remaja Rosdakarya, Bandung,
1993, him.123.

¥ Abintoro Prakoso, Op.Cit., him. 5
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bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat
hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun tidak tertulis.
Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak. Kepastian hukum
perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah
penyelewengan yang membawa akibat negatif dan menimbulkan korban yang
tidak diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak. Perlindungan
anak mengutamakan kepentingan anak daripada kepentingan orang tua, hal
demikian tidak boleh berakibat pemanjaan anak yang akan merugikan anak yang

bersangkutan.®

Menurut Undang-Undang No0.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 1
angka 2, yang dimaksud Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk
menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh,
berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan hakekat dan martabat

kemanusian, sertamendapat perlindungan dari kekeraasan dan diskriminasi.®

c. Pengertian Hukum Perlindungan Anak

Agar perlindungan hak-hak anak dapat dilakukan secara teratur, tertib dan
bertanggungjawab maka diperlukan peraturan-peraturan hukum yang selaras
dengan perkembangan masyarakat Indonesia yang dijiwa sepenuhnya oleh
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa sesungguhnya usaha perlindungan anak sudah ada sejak lama baik

% Arif Gosita, Masalah Perlindungan anak, Akademika Pressindo, Jakarta, 1989, him. 42.
3 Abintoro Prakoso, Op. Cit., him. 10
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pengaturan dalam bentuk peraturan perundang-undangan maupun dalam

pelaksanaannya, baik oleh pemerintah maupun oleh organisasi sosial.®

Menurut Arif Gosita:

1) Hukum Perlindungan Anak adalah hukum (tertulis maupun tidak tertulis) yang
menjamin anak benar-benar dapat mel aksanakan hak dan kewajibannya.®

2) Hukum Perlindungan Anak adalah hukum yang menjadi dasar dan pedoman
melindungi, mengatur dan menjamin anak dapat melaksanakan hak dan
kewajibannya secara seimbang dan manusiawi positif.*

3) Bismar siregar menyebutkan bahwa aspek hukum perlindungan anak, lebih
dipusatkan kepada hak-hak anak yang diatur hukum dan bukan kewagjiban,
mengingat secara hukum (yuridis) anak belum dibebani kewajiban.**

4) Mr. H. de Bie merumuskan kinderrecht (aspek hukum anak) sebagai
keseluruhan aturan hukum mengenai perlindungan, bimbingan, dan peradilan
anak atau remaja, seperti yang diatur dalam Burgerkijk Wetboek (BW), Hukum

Acara Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Hukum Acara Pidana

serta peraturan pel aksananya.*?

% Wagiati Sutedjo, Hukum Pidana Anak, Refika Aditama, Bandung, 2006, him. 68

* Arif Gosita, Op.Cit., him. 53

“0 Arif Gosita, Peradilan Anak, makalah Seminar Nasional di Hotel Panghegar 5 Oktober 1996 di
Bandung, dalam Romli Atmasasmita (penyunting), 1997, Peradilan Anak di Indonesia, Mandar
Maju, Bandung, him.177

“! Bismar Siregar, Aspek Hukum Perlindungan atas Hak-hak Anak, Suatu tinjauan, dalam Mulyana
W. Kusumah (penyunting), 1986, Hukum dan Hak-hak Anak, Rajawali, Jakarta, him.3

“2 Mr. H. de Bie, 1949, Kinderrecht, eerste stuk (Civil Rechtelijke deel), NV. Uitgevers-
Maatschappij, WEJ. Tjeng Willink, Zwolle, him.7, dalam Irma Setyowati Soemitro, 1990,
Aspek Hukum Perlindungan Anak, Bumi Askara, Jakarta
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6)

d.
M

1)

2)

3)
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JE. Doek da H.M.A. Drewes memberi pengertian tentang hukum
perlindungan anak dalam dua pengertian yakni: 1. Dalam pengertian luas yaitu
segala aturan hidup yang memberi perlindungan kepada mereka yang belum
dewasa dan memberi kemungkinan bagi mereka untuk berkembang; dan 2.
Dalam pengertian sempit yaitu perlindungan hukum yang terdapat dalam
ketentuan hukum perdata atau regels van civiel recht, ketentuan hukum pidana
atau regels van strafrecht dan ketentuan hukum acara atau procesrechtelijke
regels.®
Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa perlindungan hukum bagi anak dapat
diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan
hak asas anak atau the fundamental rights and freedoms of children serta

berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.**

Ruang Lingkup Hukum Perlindungan Anak

enurut Arif Gosita, luas lingkup Hukum Perlindungan Anak melipuiti;
Perlindungan yang pokok, meliputi antara lain; sandang, pangan, pemukiman,
pendidikan dan kesehatan;
Méliputi hal-hal yang jasmaniah dan rohaniah;
Mengenai pula penggolongan keperluan yang primer dan sekunder yang

berakibat pada priotas pemenuhannya.*®

43

44

Mr. JE. Doek dan Mr. H.M.A. Drewes, 1984, Jeugdrecht en Jeugdbescherming in Nederland,
van Loghum Slaterus, Deventer, him. 11, dalam Ibid., him. 16.

Barda Nawawi Arief, Ruang Lingkup Masalah Perlindungan Anak dalam Perspektif Dokumen
Internasional, makalah Seminar Nasional di Hotel Panghegar 5 Oktober 1996 di Bandung,
dalam Romli Atmasasmita (penyunting), Ibid., him. 67.

“ Arif Gosita, Op.Cit., hlm.5
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Ditinjau secara garis besar maka dapat disebutkan bahwa perlindungan anak dapat
dibedakan dalam 2 pengertian ialah;
1) Perlindungan yang bersifat yuridis, meliputi;

a) Bidang hukum publik;

b) Bidang hukum keperdataan
2) Perlindungan yang bersifat non yuridis meliputi;

a) Bidang Sosia

b) Bidang Kesehatan

c) Bidang Pendidikan

Jadi Perlindungan anak yang bersifat yuridis ini menyangkut semua aturan hukum
yang mempunyai dampak langsung bagi kehidupan seorang anak, dalam arti
semua aturan hukum yang mengatur kehidupan anak. Bagi Indonesia disamping
hukum tertulis, berlaku pula hukum yang tidak tertulis, sehingga ruang lingkup
perlindungan anak yang bersifat yuridisini, meliputi pula ketentuan hukum adat, *
yang menjamin perlindungan anak sesuai dengan kebutuhan agar mereka dapat

melaksanakan hak-haknya dengan baik.*’

4. Hak Dan Kewajiban Anak
Anak sebagal pribadi yang unik dan memiliki ciri yang khas. Walaupun dia dapat
bertindak berdasarkan perasaan, pikiran dan kehendaknya sendiri, ternyata

lingkungan sekitarnya berpengaruh yang cukup besar dalam membentuk perilaku

% |rma Setyowati Soemitro, Aspek hukum Perlindungan Anak, Bumi Aksara, Jakarta, 1990,
him.13

4" Made Sadhi Astuti, Hukum Pidana Anak dan Hukum Perlindungan Anak, Universitas Negri
Malang, 2003, him.6
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anak. Untuk itu bimbingan, pembinaan dan perlindungan dari orangtua, guru serta
orang dewasa lainnya sangat dibutuhkan oleh anak dalam perkembangannya.*
Penyelenggaraan Perlindungan Hak Anak terutama menurut Undang-undang

tentang Perlindungan Anak:

Perlindungan di Bidang Khusus diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak
pada Pasal 59:

1) Pemerintah, pemerintah daerah dan lembaga negara lainnya berkewajiban
dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada
anak.

2) Perlindungan khusus kepada anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberikan kepada:

a) Anak dalam situasi darurat

b) Anak berhadapan dengan hukum

c) Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi

d) Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual

€e) Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol,
psikotropika, dan zat adiktif lainnya

f) Anak yang menjadi korban pornografi

g) Anak dengan HIV/AIDS

h) Anak korban penculikan, penjualan dan/atau perdagangan

1) Anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis

j) Anak korban kejahatan seksual

k) Anak korban jaringan terorisme

[) Anak penyandang disabilitas

m) Anak korban perlakuan salah dan penelantaran

n) Anak dengan perilaku sosial menyimpang

0) Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan
kondisi orang tuanya.*®

Perlindungan khusus anak berhadapan dengan hukum diatur pada pasal 64
Perlindungan khusus bagi anak berhadapan dengan hukum sebagai mana diatur

dalam pasal 59 ayat (2) huruf b, di lakukan melalui:

“8 Nasir Djamil, Anak Bukan Untuk Dihukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, him. 11
“9 Darwan Prinst, Hukum Anak Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, him. 159
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2)
3)
4)
5)

6)
7)

8)

9
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Perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai
dengan umumnya

Pemisahan dari orang dewasa

Pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif

Pemberlakuan kegiatan rekreasional

Pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang
kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martbat dan dergjatnya
Pengindaran dari penjatuhan hukuman mati dan/atau pidana seumur hidup
Penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai
upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat

Pemberian keadilan dimuka pengadilan anak yang objektif, tidak
memihak, dan dalam siding yang tertutup untuk umum

Penghindaran dari publikas atasidentitasnya

10) Pemberian pendampingan orang tua/lwaali dan orang yang dipercaya oleh

anak

11) Pemberian advokasi sosial

12) Pemberian kehidupan pribadi

13) Pemberian akseshilitas, terutama bagi anak penyandang disabilitas

14) Pemberian Pendidikan

15) Pemberian pelayanan kesehatan

16) Pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan®

Perlindungan khusus bagi anak berhadapan dengan hukum, anak yang menjadi

korban tindak pidana, anak yang menjadi saksi tindak pidana, juga diatur pada

Undang-undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, dimuat pada

Pasal 1-4 dan Pasal 89-91.

Menurut Undang-Undang tentang Perlindungan Anak Pasal 19 menyatakan

bahwa setiap anak berkewajiban:

1) Menghormati orangtua, wali, dan guru

2) Mencinta keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman
3) Mencinta tanah air, bangsa dan negara

4) Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya

5) Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia™

% Abintoro Prakoso, Op.Cit., him. 82



37
E. Pengertian Tindak Pidana yang Dilakukan Anak
1. Pengertian Tindak Pidana
Pidana memiliki pengertian perbuatan yang dilakukan setiap orang/subjek hukum
yang berupa kesal ahan dan bersifat melanggar hukum ataupun tidak sesuai dengan
Perundang-undangan.
Istilah pidana merupakan istilah teknis-yuridis yang berasal dari terjemahan delict
atau strafbaarfeit. Disamping itu dalam bahasa Indonesia, istilah tersebut
diterjemahkan dengan berbagai istilah, seperti peristiwa pidana, perbuatan pidana,
pelanggaran pidana, perbuatan yang dapat dihukum dan perbuatan yang boleh

dihukum.

Di antara keenam istilah sebagai terjemahan delict atau strafbaarfeit wantjik.
Saleh menyatakan bahwa istilah yang paling baik dan tepat untuk dipergunakan
adalah antara dua istilah yaitu “tindak pidana” atau “perbuatan pidana”.>
Sedangkan Moeljatno lebih cenderung menggunakan istilah “perbuatan pidana”
yang selanjutnya mendefinisikan perbuatan pidana sebagai “perbuatan yang oleh
aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang

melanggar larangan tersebut”.>

Berdasarkan pengertian tersebut, beliau memisahkan antara perbuatan dengan
orang yang melakukan. Pompe merumuskan bahwa suatu strafbaarfeit itu
sebenarnya tidak lain daripada suatu tindakan yang menurut sesuatu rumusan

undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.>*

*!1bid., him. 115

2 Wantjik Saleh. Tindak Pidana Korupsi, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1977, him. 9

% Moeljatno. Asas-asas Hukum Pidana, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1984, him. 1.

> PAF Lamintang. Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru, Bandung, 1987, him. 174
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Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang
oleh peraturan Perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang
dan diancam dengan pidana, untuk dinyatakan sebaga tindak pidana, selain
perbuatan tersebut dilarang dan diancam pidana oleh peraturan Perundang-
undangan, harus juga bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan
kesadaran hukum masyarakat. Setiap tindak pidana selalu dipandang bersifat

melawan hukum, kecuali ada alasan pembenar.>®

Tindak pidana umum adalah tindak pidana kejahatan dan pelanggaran yang diatur
di dalam KUHP yang penyidikannya dilakukan oleh Polri dengan menggunakan
ketentuan yang terdapat dalam KUHAP. Tindak pidana khusus adalah tindak
pidana di luar KUHP seperti Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-
Undang Tindak Pidana Ekonomi, Undang Undang Bea Cukai, Undang-Undang
Terorisme dan sebagainya yang penyidikannya dilakukan oleh Polri, Kejaksaan,
dan Pegjabat Penyidik lain sesuai dengan ketentuan-ketentuan khusus hukum acara
pidana bersangkutan. Sementara itu, tindak pidana tertentu adalah tindak pidana di
luar KUHP yang tidak termasuk dalam tindak pidana khusus, seperti Undang-
Undang Hak Cipta, Undang Keimigrasian, Peraturan Daerah, dan sebagainya.
Menurut Roscoe Pound dalam Lili Ragidi menyatakan bahwa konstelasi negara
modern, hukum dapat difungsikan sebagal sarana rekayasa sosial (law as a tool of

social engineering).>®

% Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, PT. Citra Aditya Bhakti,
Bandung, 1996, him. 152-153.

% Roscoe Pound, Filsafat Hukum, Bhratara. Lili Rasjidi, Jakarta 1992, Dasar-Dasar Filsafat
Hukum,Alumni, Bandung, 1978. him. 43.
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2. Tindak Pidanayang Dilakukan Anak

Pembedaan tindak pidana anak dengan tindak pidana orang dewasa lebih
dititikberatkan pada sistem pemidanaannya. Di bawah ini akan diuraikan
mengenal sistem pemidanaan terhadap anak sebagaimana yang diatur secara
khusus daam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Di bentuknya
undang-undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak antara lain karena Anak
merupakan amanah dan Karunia Tuhan Y ang Maha Esa yang memiliki harkat dan
martabat sebagai manusia seutuhnya, bahwa untuk menjaga harkat dan
martabatnya, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama
perlindungan hukum dalam sistem peradilan. Bahwa Indonesia sebagai Negara
Pihak dalam Konvensi Hak-Hak Anak (Convention on the Rights of the Child)
yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak mempunyai kewajiban
untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak berhadapan dengan
hukum. Disadari bahwa walaupun kenakalan anak merupakan perbuatan anti
sosial yang dapat meresahkan masyarakat, namun hal terebut diakui sebagai suatu
ggaa umum yang harus diterima sebagai suatu fakta sosial. Oleh karenanya
perlakuan terhadap tindak pidana anak seyogyanya berbeda dengan perlakuan

terhadap tindak pidana pada umumnya yang dilakukan oleh orang dewasa.

Perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana anak adalah setiap
perbuatan baik berupa kejahatan maupun pelanggaran sebagaimana diatur dalam
perundang-undangan hukum pidana. Bahkan berdasakan Undang-undang Sistem

Peradilan Pidana Anak diperluas lagi, bukan hanya perbuatan yang dilarang oleh
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perundang-undangan hukum pidana melainkan termasuk perbuatan yang dilarang

menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berkembang di masyarakat.

Konteks upaya memberikan perlindungan hukum terhadap anak, kiranya
penggunaan kualifikasi tindak pidana dengan menggunakan istilah anak nakal
akan lebih tepat untuk menghilangkan cap yang kurang baik bagi perkembangan
psikologi anak dikemudian hari. Namun demikian ada juga pendapat yang ingin
menggunakan istilah “anak bermasalah dengan hukum” sebagaimana digunakan
dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
Menurut pendapat Nandang Sambas penggunaan istilah “anak bermasalah dengan
hukum” lebih bersifat subyektif, dalam arti ditujukan terhadap anak secara
individu. Sedangkan istilah anak nakal secara objektif ditujukan terhadap perilaku

anak.>’

Perluasan kualifikasi anak nakal termasuk tindakan kenakalan semu atau status
offences, merupakan konsekuensi dari asas Parent Patriae. Asas yang berarti
negara berhak mengambil alih peran orang tua apabila ternyata orang tua, wali
atau pengasuhnya dianggap tidak menjalankan perannya sebagal orang tua
Pengkualifikasian anak nakal yang meliputi perbuatan yang bertentanggan dengan
peraturan perundang-undangan maupun peraturan hukum lain yang berlaku dalam
masyarakat, sejalan dengan ketentuan sebagaimana ditegaskan dalam instrumen
internasional dimana ditegaskan bahwa seorang anak pelaku pelanggaran adalah

seorang anak atau remga yang diduga telah melakukan atau telah diketahui

*" Nandang Sambas, Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia, Graha Ilmu, 2010, him.
167
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melakukan pelanggaran. Suatu pelanggaran adalah suatu prilaku yang dapat

dihukum sesuai dengan ketentuan di bawah sistem hukum masing-masing.

F. Landasan Yuridis Penanganan Anak yang Berhadapan Hukum

a.  Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang K esejahteraan Anak

b. Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

¢. Undang-Undang No.11 Tahun 2009 tentang K esejahteraan Sosial

d. Undang-Undang No0.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No.23 Tahun
2002 jo. PP No. 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak

e. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

f. Keputusan Presiden RI N0.36 Tahun 1990 tentang ratifikas Konvensi Hak
Anak (Convention on the Rights of the Child)

g. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan
Kesgjahteraan Sosia

h. Peraturan Menteri Sosid Nomor 184 Tahun 2011 tentang Lembaga
Penyel enggaraan K esgahteraan Sosial

i. Peraturan Menteri Sosial Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan
dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesgjahteraan Sosial dan Potensi
dan Sumber Kesgjahteraan Sosial.

j. Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2014 tentang Standar Rehabilitas
Sosial dengan Pendekatan Profesi Pekerjaan Sosial.

k. Keputusan Menteri Sosial Rl N0.36 Tahun 2011 tentang Standar Nasional
Pengasuhan Anak

|.  Keputusan Menteri Sosia RI No. 5A/HUK/2010 tanggal 2 maret 2010 tentang

Panduan Umum Program K esejahteraan Sosial Anak
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m. Kesepakatan Bersama antara Departemen Sosial RI, Departemen Hukum dan
Ham RI, Departemen Pendidikan Nasional RI, Departemen Kesehatan R,
Departemen Agama RI, dan Kepolisian Negara RI tentang Perlindungan dan
Rehabilitasi Sosial Anak berhadapan dengan hukum tanggal 15 Desember
2009 dengan Nomor: 12/PRS-2/KPTS/2009, Nomor: M.HH.04HM.03.02
Tahun 2009, Nomor: 11/X11/KB/2009, Nomor: 1220/Menkes/SKB/X11/2009,
Nomor: 06/X11/2009, Nomor: B/43/X11/2009; tentang Perlindungan dan
Rehabilitasi Sosial Anak berhadapan dengan hukum.

n. Keputusan Bersama antara Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia,
Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisan Negara Republik
Indonesia, Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Menteri Sosia
Republik Indonesia, dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan  Anak Republik Indonesia, dengan Nomor: 166
A/KMA/SKB/XI1/2009, Nomor: 148 A/A/JA/12/2009, Nomor: B/5/X11/2009,
Nomor: M.HH-08 HM.03.02 Tahun 2009, Nomor: 10/PRS-2/KPTS2009,
Nomor: 02/Men.PP dan PA/X11/2009 Tentang Penanganan Anak berhadapan
dengan hukum.

0. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Dinas Sosial Proving
Lampung.

p. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pembentukan,
Organisasi, dan Tatakerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pada Dinas

Daerah Provinsi Lampung.



[11. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum adalah suatu penelitian yang mempunyai objek hukum, baik
hukum sebagai ilmu atau aturan-aturan yang sifatnya dogmatis maupun hukum
yang berkaitan dengan perilaku dan kehidupan masyarakat. Menurut pendapat
Soerjono Soekanto, penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang
didasarkan pada metode sistematika dan pemikiran tertentu dengan cara

menganalisisnya.>®

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan penelitian ini menggunakan pendekatan
yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris guna mendapatkan suatu hasi
penelitian yang benar dan objektif.

1. Pendekatan Y uridis Normatif

Pendakatan yang bersifat yuridis normatif adalah penelitian dengan data sekunder
yang dilakukan dalam mencari data atau sumber yang bersifat teori yang berguna
untuk memecahkan masalah melalui studi kepustakaan.® Pendekatan yuridis
normatif dimaksudkan untuk mempelgari kaidah hukum, yaitu dengan
mempelgari, menelaah peraturan perundang-undangan, asas-asas, teori-teori dan

konsep-konsep yang berhubungan dengan skripsi ini.

%8 Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif, Rajawali pers, Jakarta, 2004. him. 1
% Soerjono Soekanto dan Sri Mamuiji, Penelitian Hukum Normatif, Rajawali, Jakarta, 1985. him.
23



2. Pendekatan Y uridis Empiris

Pendekatan yuridis adalah dengan meneliti dan mengumpulkan data primer yang
diperoleh secara langsung dengan berdasarkan pada fakta objektif yang
didapatkan dalam penelitian lapangan baik berupa hasil wawancara dengan

responden, hasil kuisioner atau alat bukti lain yang diperoleh dari narasumber.®

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber data yang digunakan pada penelitian ini berupa primer dan sekunder.

1. DataPrimer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung melalui wawancara dan/atau
survel dilapangan. Dengan demikian, data primer yakni data yang diperoleh dari
lapangan pada objek yang akan diteliti yaitu mengenai Peran Dinas Sosia dalam
penanganan anak berhadapan dengan hukum melalui Unit Pelaksana Teknis Dinas
Penyelenggaraan Kesgahteraan Sosia (UPTD PKS) Insan Berguna. Menurut
Lofland dalam Moloeng, sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah
kata-kata dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan
lain-lain. Dalam pendlitian ini yang menjas sumber data primer adalah
informan.®® Informan adalah seseorang yang memberikan informasi, dengan

pengertian ini informan dapat dikatakan sama dengan informan.®?

Peneliti akan mengkgi dan meneliti sumber data yang diperoleh dari hasil
penelitian, dengan cara mengumpulkan secara langsung keterangan pihak-pihak

yang terkait, yaitu:

% Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997,
him.42

¢ Moloeng Lexy, Metode Penelitian Kualitatif, Remaja Rosda Karya, Bandung, 2000, him. 113

62 Syharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, him 122
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Drs. Masruri Byto, selaku Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas
Penyelenggraan Kesgahteraan Sosial (UPTD PKS) Insan Berguna di
Kabupaten Pesawaran.

Hanafiah, S.Psi, selaku Kasie Rehabilitas Sosiad di UPTD PKS Insan
Berguna.

Deswita Rais, Aks, selaku Kasie Pemantauan dan Pembinaan Lanjut di UPTD
PK'S Insan Berguna.

RiaMeéeliana, S.Tr.Sos, selaku Pekerja Sosial di UPTD PKS Insan Berguna.

Data Sekunder

Data sekunder adalah data tambahan yang diperoleh dari berbagai sumber hukum

yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Data diperoleh dari bahan

pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan

hukum tersier®® Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari:

a

Bahan hukum primer bersumber dari:

1) Undang-Undang Dasar 1945.

2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang K esgjahteraan Anak.

3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang K esgjahteraan Sosial.

5) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No.23
Tahun 2002 jo. PP Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak.

6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana

Anak.

& |bid., him. 52
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Keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun 1990 tentang ratifikasi Konvensi
Hak Anak (Convention on the Rights of the Child).
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan
K esgjahteraan Sosial.
Peraturan Menteri Sosial Nomor 184 Tahun 2011 tentang Lembaga

Penyel enggaraan K esgjahteraan Sosial .

10) Peraturan Menteri Sosial Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pedoman

Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesgahteraan

Sosia dan Potensi dan Sumber K esgjahteraan Sosial .

11) Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2014 tentang Standar

Rehabilitas Sosial dengan Pendekatan Profesi Pekerjaan Sosial.

12) Keputusan Menteri Sosiad RI Nomor 36 Tahun 2011 tentang Standar

Nasional Pengasuhan Anak.

13) Keputusan Menteri Sosial Rl Nomor 5A/HUK/2010 tanggal 2 maret 2010

tentang Panduan Umum Program K esgjahteraan Sosial Anak.

14) Kesepakatan Bersama antara Departemen Sosial RI, Departemen Hukum

dan Ham RI, Departemen Pendidikan Nasional RI, Departemen Kesehatan
RI, Departemen Agama RI, dan Kepolisan Negara Rl tentang
Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Anak berhadapan dengan hukum
tanggal 15 Desember 2009 dengan Nomor: 12/PRS-2/KPTS/2009, Nomor:
M.HH.04HM.03.02 Tahun 2009, Nomor: 11/XI1/KB/2009, Nomor:
1220/Menkes/SKB/X11/2009, Nomor: 06/X11/2009, Nomor:
B/43/X11/2009; tentang Perlindungan dan Rehabilitass Sosial Anak

berhadapan dengan hukum.
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15) Keputusan Bersama antara Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia,
Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik
Indonesia, Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Menteri Sosial
Republik Indonesia, dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Republik Indonesia, dengan Nomor: 166
A/KMA/SKB/XI1/2009, Nomor: 148 A/A/JA/12/2009, Nomor:
B/5/X11/2009, Nomor: M.HH-08 HM.03.02 Tahun 2009, Nomor: 10/PRS-
2/KPTS/2009, Nomor: 02/Men.PP dan PA/X11/2009 Tentang Penanganan
Anak berhadapan dengan hukum.

16) Peraturan Gubernur Lampung Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungs serta Tatakerja Dinas Sosia
Provinsi Lampung.

17) Peraturan Gubernur Lampung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang
Pembentukan, Organisasi, dan Tatakerja Unit Pelaksana Teknis Dinas
(UPTD) Pada Dinas Dagerah Provinsi Lampung.

. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan

bahan hukum primer dalam hal ini teori-teori yang dikemukakan para ahli dan

peraturan-peraturan pemerintah Kepres, Kepmen dan Pergub.

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang bersumber dari kamus hukum,

indeks magjalah hukum, jurna penelitian hukum dan haban-bahan diluar

bidang hukum, seperti magjalah, surat kabar, serta bahan-bahan hasil pencarian

melalui internet yang berkaitan dengan masalah yang ingin diteliti.
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C. Penentuan Informan
Daam analisis diperlukan pendapat dari informan sebagai narasumber yang
dijadikan landasan pendukung analisis yuridis dalam penelitian. Informan ini
diambil dengan cara tertentu dari parapihak karena kedudukan dan

kemampuannya dianggap dapat mempresentasikan masalah obyek penelitian.

Teknik yang digunakan untuk menentukan penarikan Informan Penelitian adalah
Purposive Sampling Technique. Purposive Sampling Technique adalah cara
penentuan sgumlah Informan sebelum penelitian dilaksanakan, dengan
menyebutkan secara jelas sigpa yang dijadikan informan secara informasi apa

yang diinginkan dari masing-masing informan.

Dalam penelitian ini menggunakan informan yaitu:
1. KepaaUPTD PKS Insan Berguna : 1 orang
2. Kasie Rehabilitas Sosiad UPTD PKS Insan Berguna @ 1 orang

3. Kasie Pemantauan dan Pembinaan Lanjut UPTD PKS : 1 orang

4. PekerjaSosia di UPTD PKS Insan Berguna :1orang +
Total Jumlah Informan . 4 orang

D. Prosedur Pengumpulan Data
Berdasarkan pendekatan masalah dan sumber data yang dibutuhkan, maka
pengumpulan data dalam pendlitian ini dilakukan dengan studi pustaka, studi
dokumen, serta wawancara.
1. Studi Pustaka (Library Research)

Studi Kepustakaan yaitu prosedur pengumpulan data sekunder melalui buku-

buku, literatur-literatur, atau perundang-undangan lain yang ada kaitannya
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dengan permasalahan dengan cara membaca, mempergari, mengutip dan
menelaah literatur yang menunjang, peraturan perundang-undangan serta
bahan-bahan ilmiah lainnya yang berhubungan dengan permsalahan yang akan
dibahas.

Studi Lapangan (Field Researc)

Studi ini dilakukan dengan cara datang langsung ke lokasi penelitian, yaitu
Dinas Sosial Provinsi Lampung dan UPTD PKS Insan Berguna dengan tujuan
untuk memperoleh data primer yang akurat, lengkap dan valid dengan
melakukan wawancara (Interview). Wawancara yang dilakukan adalah
wawancara langsung yang terpimpin, terarah, dan mendalam sesuai dengan
pokok permasalahan yang diteliti guna memperoleh hasil berupa data dan
informasi yang lengkap terkait dengan Penanganan Anak berhadapan dengan
hukum. Wawancara dilakukan dengan cara menanyakan pertanyaan terbuka
menggunakan daftar pertanyaan yang sudah ditentukan dan akan

dikembangkan pada saat wawancara berlangsung.

E. Pengolahan Data

Setel ah mel akukan pengumpulan data, selanjutnya pengolahan sehingga data yang

didapat dipergunakan untuk menganalisis permasalahan yang diteliti. Kegiatan

pengolahan data dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1

Identifikasi data, yaitu memeriksa data yang diperoleh untuk disesuaikan
dengan pokok yang sesuai dengan pembahasan. Selanjutnya, terhadap data-
data yang salah akan dilakukan perbaikan dan terhadap data yang kurang akan

dilengkapi.
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2. Klasifikas data yaitu pengelompokan data sesuai dengan bidang pokok
bahasan untuk memudahkan dalam menganalisa data.

3. Sistematisasi data, yaitu penyusunan dan penempatan data secara sistematis

pada masing-masing jenis dan pokok bahasan secara sistematis dengan tujuan

agar mempermudah dalam pembahasan.®*

F. AnalisisData

Kegunaan analisis data adalah usaha untuk menemukan jawaban atas pertanyaan
permasalahan serta hal-hal yang dihasilkan data yang diperoleh melalui kegiatan
penelitian dianalisis secara kuantitatif kemudian disgjikan secara deskritif, yaitu
dengan menguraikan, menjelaskan dan menggambarkan sesua dengan
permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini. Sehingga dari
permasalahan yang ada disusun dalam bentuk kalimat ilmiah secara sistematis
berupa jawaban permasalahan dari hasil penelitian yang dirumuskan dari hal-hal

yang umum ke hal-hal yang khusus.

% Abdulkadir Muhammad, Metode penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, him. 168



V. PENUTUP

A. Simpulan

Setelah melakukan pembahasan terhadap data yang telah diperoleh dalam
penelitian di lapangan, mengena peran Dinas Sosia dalam penanganan Anak
berhadapan dengan hukum melalui UPTD PKS Insan berguna serta faktor-faktor
yang menjadi penghambat UPTD PKS Insan Berguna dalam penanganan ABH,
maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Peran Dinas Sosial Provins Lampung dalam penanganan Anak berhadapan
dengan hukum adalah peran normatif dimana peranan yang dilakukan sesuai
dengan aturan-aturan normatif atau undang-undang, peran dalam arti ini yaitu
peran yang dilakukan berdasarkan peraturan-peraturan Pemerintah, seperti
Dinas Sosid menjalankan perannya berdasarkan Peraturan Gubernur
Lampung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata
KerjaUnit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Provinsi Lampung,

2. Hambatan-hambatan yang dialami oleh UPTD PKS Insan Berguna Provins
Lampung dalam penanganan Anak berhadapan dengan hukum, yaitu:

a. Faktor Penegak Hukum, vyaitu kurangnya kuantitas pekerja sosial
profesional UPTD PKS Insan Berguna yang masih terlalu sedikit sehingga

belum maksimal dalam pelayanan dan rehabilitasi sosial untuk ABH.



74
b. Faktor masyarakat, yaitu banyak keluarga anak berhadapan dengan hukum
bersikap tidak peduli terhadap anggota keluarganya yang telah dibina di
UPTD PKS Insan Berguna, karena mereka dianggap telah berbuat
kesalahan, memalukan nama baik keluarga, dan tidak yakin bahwa
anggota keluarganya dapat sembuh pasca direhabilitass dan stigma
masyarakat terhadap mantan narapidana atau Eks Binaan Lapas Anak,
umumnya menempatkan mereka pada tempat khusus sehingga mereka
kurang dapat diterima oleh masyarakat, sehingga menimbulkan rasa
terasingi atau dibuang, rasarendah diri terhadap masyarakat.
c. Faktor kebudayaan, yaitu faktor kebiasaan yang terdapat pada diri ABH
tersebut dalam ha pendidikannya yang masih kurang, pola pikir yang
tidak bisa berubah dan penentangan dari diri ABH untuk ikut direhabilitasi

dengan alasan mereka tidak mau dikekang.

B. Saran

Berdasarkan simpulan yang telah dikemukakan di atas, maka penulis memberika

saran sebagal berikut:

1. Masih kurangnya jumlah kuantitas petugas di UPTD PKS Insan Berguna,
diharapkan agar pemerintah melaui UPTD PKS Insan Berguna untuk lebih
meningkatkan  kuantitas jumlah pekerja profesional agar mampu
meningkatkan pelayanan terhadap anak berhadapan dengan hukum, dan
meningkatkan pelayanan rehabilitass yang berhasil dadam memberikan
kepentingan terbaik bagi ABH.

2. Diharapkan kepada masyarakat dan keluarga agar dapat bersikap terbuka

dalam mendukung, menerima dan yakin bahwa anggota keluarganya dapat
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sembuh pasca direhabilitasi. Serta perlunya sosialisasi kepada masyarakat
dalam penanganan ABH melalui UPTD PKS Insan Berguna sehingga ABH
mendapatkan hak-haknya dengan pelayanan dan rehabilitas sosial. Serta
adanya sosidlisas dari UPTD PKS Insan Berguna mengenai dalam

penanganan Anak berhadapan dengan hukum.
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